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KASUS TANAH CENGKARENG 

 

1. Dasar : 
 

a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal); 
Laporan Polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. 

 

b. Tindak Pidana Pencucian Uang; 
Laporan Polisi Nomor : LP/A/0702/XI/2021/Bareskrim, tanggal 23 November 
2021. 

 
2. Perkara : 

 

a. Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 Ha dan 1.137 m² di 
Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas 
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta TA 
2015 dan TA 2016 yang mengakibatkan Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memiliki dan 
memanfaatkan tanah tersebut, dengan modus operandi :  
1) Tersangka RHI membuat persyaratan penerbitan SHM secara tidak benar 

atau tidak sesuai ketentuan, sehingga terbit SHM atas nama sdri. TNS. 
2) Tersangka RHI menawarkan tanah tersebut ke Dinas Perumahan dan 

Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta. 
3) Tersangka SUK selaku PPK melaksanakan proses pengadaan tanah untuk 

pembangunan rusun secara tidak benar atau tidak sesuai ketentuan. 
 

b. Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan pengadaan tanah seluas 4,69 
Ha dan 1.137 m² di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun 
oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI 
Jakarta TA 2015 dan TA 2016, dengan modus operandi : 
1) Tersangka RHI melakukan penarikan tunai dari uang hasil kejahatan secara 

berkali-kali. 
2) Tersangka RHI menukarkan uang hasil kejahatan kedalam bentuk mata 

uang asing. 
3) Tersangka RHI menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar hutang. 
4) Tersangka RHI melakukan transfer atas uang hasil kejahatan ke rekening 

luar negeri. 
 
3. Kerugian Negara : Berdasarkan hasil audit dari BPKP terdapat kerugian keuangan 

negara sebesar Rp. 649.897.256.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar 
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) 
 
 

4. Waktu kejadian :  Tahun 2015 dan Tahun 2016 
 

5. Pasal yang disangkakan : 
 

a. Pasal 2 dan atau Pasal 3, Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam 
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke –1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. 

 

b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan 
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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6. Tersangka : 
 

a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal) : 
1) Ir. Sukmana, MSE 
2) Rudi Hartono Iskandar 

 
b. Tindak Pidana Pencucian Uang : Rudi Hartono Iskandar 

 
7. Tempat Kejadian Perkara : Provinsi DKI Jakarta 

 
8. Upaya Pemulihan Aset (Assets Recovery) : 

 
a. Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Asal) : 

1) Uang Tunai sebanyak Rp 1.731.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga 
Puluh Satu Juta Rupiah) yang di sita dari 5 (lima) orang. 

 
2) Aset Tanah dan atau Bangunan yang telah disita senilai                                                  

Rp 471,740,000,000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh 
Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bidang di TB 
Simatupang Cilandak Timur, 1 (Satu) bidang di Cengkareng, 1 (satu) bidang 
di Cilandak Timur. 

 
3) Aset Tanah dan atau Bangunan yang diblokir senilai Rp 2.730.000.000,- 

(Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) 
bidang di Palmerah. 

 
b. Tindak Pidana Pencucian Uang : 

1) Aset Tanah dan atau Bangunan yang telah disita oleh Penyidik senilai                      
Rp 223,569,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam 
Pulu Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang di Cilandak 
Barat, 2 (Dua) bidang di Pondok Indah, dan 2 (dua) bidang tanah di Bali. 

   
2) Saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai Rp 1.200.000.000,- (Satu 

Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). 
 

3) Sebagian uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening yang berada di 
Amerika Serikat dan Singapura serta dipergunakan untuk pembelian aset. 

 
Total nilai pemulihan aset sebanyak Rp 700.970.000.000,- (Tujuh Ratus Milyar 
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). 

 
 

9. Perkembangan :  
 
Perkara saat ini masih dalam proses penyidikan dan terus dikembangkan termasuk 
upaya penelusuran dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
 

10. Lokasi tanah sebagai objek pengadaan tanah berlokasi di Kel. Cengkareng 
Barat, Kec.Cengkareng, Jakbar 
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11. Dokumentasi penyitaan tanah dan bangunan dan pemasangan plang : 
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